





KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

KESEPULUH

Uraian jenis kegiatan jabatan bagi jabatan fungsional
mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertanggung

- jawab terhadap koordinasi pembinaan peta jabatan dan
uraian jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

b. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan bertanggung jawab terhadap administratif
dan monitoring pelaksanaan peta jabatan dan uraian
jenis kegiatan jabatan di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
Pimpinan unit kerja dalam waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari sejak Keputusan Menteri ini berlaku harus telah
menyampaikan daftar usulan pengangkatan dalam jabatan
fungsional/jabatan pelaksana kepada Sekretaris Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna
proses lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Daftar usulan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETUJUH disusun dengan
memperhatikan:

a. standar kompetensi jabatan;

b. peta jabatan;

c. penetapan kebutuhan oleh Menteri Perhubungan untuk
jabatan pelaksana;

d. penetapan kebutuhan oleh Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk jabatan
fungsional; dan

e. persyaratan lain yang dibutuhkan untuk jabatan yang
dimaksud.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, seluruh
Pegawai yang memangku jabatan fungsional/jabatan
pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan tetap melaksanakan tugas dan
fungsinya sampai dengan diangkat dalam jabatan baru
berdasarkan Keputusan Menteri ini.

Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 136 Tahun 2022 tentang Peta
Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di lingkungan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS . ..






A.
DAYA MANUSIA PEREFUBUNGAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 46 TAHUN 2024

TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KEPALA BAGIAN

KEPALA BAGIAN PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA KEPALA BAGIAN KEUANGAN
Jabaran. Jabatan Jabatan
Perencans Ahii Madya Aaglis SDM ur Abli | Analis Anrearan Al Madva Analis Huloum Abli
Perencans Ahli Muda r_,\g_aﬁssauwamm ' i Ahli Analis Hulcum Ahli Muda
Perencans Ahli Pertania Anglis SDM Aparatur Abli Pertsma Angliz Aneraran Abli Pertama Analis Huloum Ahli Pertams
Statictisi ADl Madva Prata SOM A Analic Pengdolasn Kevangn (PN Akl Madys | [Apoteker Abl Muda
StafistiiAiMuda | [Pranata SDM Aparatur Mahir Aalc Pengelolnas Keusngen APEN Ahi Mud | [Apoteker Abl Pertama
[Stotist A Pertama Pranata SDM Apratur Teramp: Al Pesgellans Kevanges APBN ab e | [Arsparis ARl Madya
Penelash Telnis Kebijakan | |Penelaah Teknic | [Penata Laksana |Arsiparis Ahli Muda
IPensis Layanan Operasional’) [Konselor SDM [Pena'a Laksana Barang Mah [Arsparis AR Pertama
| Penpolah Dats dan Informasi | |Pengolah Data dan Informasi |Penata Laksana Barang Terampil A i
(Pengadministrast Perkantoran Pengadministrasi Perkat toran | |Pranita APBN Pe e Mahir
Pranata Keuangan APBN Mahir Terampil
| Pranats {euangan APBN Terampil Dolter Ahli Madya
| Peneiazh Teknis Kebijakan Dokter Ahli Muda
Penata nal” Dokter Ahli Pertama
Pengolah Data dan Inforrasi Dokter Gigi Ahli Madya
| Pengadministrasi Perkantoran Dokter Gigi Ahli Muda
Dokter Gizl Ahli Pertama
Penesjeme At Pertama
|Perancany Peraturan Perundang - undankan Ahli Mad; Penata Lay Operasional’)
|Perancang Peraturan Perundang - undangan Ahli M Pengolah Data dan Informasi
Perancang Feraturan Pe ngadministrasi Perkantoran

*) merupakan jabatan pada usulan kebutuhan tahun 2024




1.

Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

SATUAN
NO URAIAN JENIS KEGIATAN HASIL KERJA
1 | Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Laporan
2 | Menyiapkan perumusan kinerja, pengolahan dan pengelolaan data Laporan
3 | Menyiapkan pelaksanaan analisis, evaluasi, dan pelaporan, serta penanganan sistem
W o i Laporan
pengendalian intern pemerintah
Menyiapkan manajemen sumber daya manusia Laporan
5 | Menyiapkan organisasi, tata laksana, pengelolaan reformasi birokrasi, pembinaan tata
‘ Laporan
kelola badan layanan umum
6 | Menyiapkan pelaksanaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparatur sipil
. . : Laporan
negara, serta pengendalian gratifikasi
7 | Menyiapkan pembinaan dan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan
keuangan badan layanan umum, penerimaan negara bukan pajak, dan akuntansi Laporan
keuangan
8 | Menyiapkan pengelolaan barang milik negara dan tindak lanjut hasil audit, pemeriksaan PaeRinng
dan/atau pengawasan p
9 | Menyiapkan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, dan pelaksanaan
; Laporan
penanggulangan darurat akibat bencana
10 | Menyiapkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi, pelaksanaan advokasi, dan Laporan
penyusunan dokumen kerja sama baik dalam negeri maupun luar negeri
11 | Menyiapkan pelaksanaan sosialisasi, hubungan masyarakat, publikasi, dokumentasi, tl bl
promosi, keterbukaan informasi publik, dan pengelolaan data dan teknologi informasi p.





























































































































































































































































































































































